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BUPATI BANGKALAN,

bahwa dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi perlu dilengkapi
dengan Panduan Teknis sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan
Peraturan Bupati tersebut.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bangkalan tentang Panduan
Teknis Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
Masyarakat Berbasis Sistem Deteksi Dini.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679},

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian;




S. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2016 Nomor 1/D);

. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan
Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2016 Nomor 10/D.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN
MASYARAKAT BERBASIS SISTEM DETEKSI DINI

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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3.

Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Bupati adalah Bupati Bangkalan.

Panel Harga Pangan adalah Kumpulan informasi
harga pangan yang terkumpul secara berkala dan
subjek tertentu melalui pencatatan berulang.
Pangan pokok merupakan pangan yang
diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari
sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan
lokal.

Metode Panel Data adalah data yang dikumpulkan
melalui pemantauan dan pencatatan secara berkala
atau (time series) dan atau subjek (cros section)
terhadapat sekumpulan subjek.

Harga adalah sejumlah wuang yang harus
dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan
produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi
kebutuhan dan keinginannya.

Pasar Kabupaten/Kota merupakan pasar yang
mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai
daerah atau wilayah tertentu atau pasar yang
menjadi pasar sentra di Kabupaten/Kota.

Pasokan Pangan adalah aliran pangan dari satu
sumber ketempat lain.




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

1F.

Pedagang (eceran/pengecer/pariter) yaitu pedagang
yvang menjual barang yang dijualnya langsung
ketangan pemakai akhir atau konsumen dengan
jumlah satuan atau eceran.

Pedagang Pangan adalah seseorang yang
mendistribusikan/menjual pangan kepada pihak
konsumen.

Pejabat Struktural adalah Pegawai yang mempunyai
jabatan secara tegas yang ada dalam struktur
organisasi. Kedudukan jabatan struktural
bertingkat-bertingkat dari tingkat yang terendah
(eselon IV /a) hingga yang tertinggi (eselon I/a).
Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang
bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis
pangan perannya sebagai penyedia pangan
produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran,
perdagangan dan penunjang.

Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik
perseorangan maupun kelompok, keluarga yang
melakukan usaha pertanian.

Produsen Pangan/Petani pelaku utama yang
menghasilkan produk pangan.

Enumerator Produsen adalah petugas pengumpul
data harga dan pasokan pangan ditingkat petani
dan atau penggilingan di Kabupaten Sentra
Produksi, serta melakukan setiap hari.

Enumerator Pedagang adalah petugas pengumpul
data harga dan pasokan pangan ditingkat pedagang
grosir dan eceran diwilayah ibukota serta
melaporkan setiap hari.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Petunjuk Teknis
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Masyarakat Berbasis
Sistem Deteksi Dini sebagaimana tersebut dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAR 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Petunjuk Teknis Pemantauan Harga dan Pasokan

Pangan Masyarakat Berbasis Sistem Deteksi Dini
dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam
pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan data harga
dan pasokan pangan.




(2) Petunjuk Teknis Pemantauan Harga dan Pasokan
Pangan Masyarakat Berbasis Sistem Deteksi Dini
bertujuan sebagai acuan bagi perangkat daerah vyang
menangani ketahanan pangan di tingkat daerah serta
petugas pengumpul data atau enumerator.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan
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Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 3 | MAY 2013

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

/| KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR &2/& .




